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PILIHAN GANDA 
1. Pemerintah Daerah Kabupaten X menerima hibah dalam bentuk sebuah gedung dari pemerintah pusat. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, bagaimana perlakuan akuntansi yang paling tepat untuk transaksi ini agar dapat mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara?
a) Diakui sebagai Aset Tetap di Neraca dan sebagai Pendapatan Hibah-LO di Laporan Operasional (LO), tanpa dicatat di LRA.
b) Tidak dicatat karena bukan merupakan hasil dari pendapatan asli daerah (PAD).
c) Dicatat sebagai utang kepada pemerintah pusat karena aset tersebut harus dipertanggungjawabkan.
d) Diungkapkan hanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa melakukan penjurnalan.
e) Dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diakui sebagai Aset Tetap di Neraca.
2. Sebuah satuan kerja (satker) pemerintah memiliki sisa anggaran belanja pegawai yang signifikan pada akhir tahun anggaran. Dari perspektif audit 'Value for Money' (VFM), manakah interpretasi yang paling mungkin dan kritis terhadap kondisi ini?
a) Perencanaan anggaran satker tersebut tidak akurat dan kemungkinan target program/kegiatan tidak tercapai.
b) Kualitas sumber daya manusia di satker tersebut menurun sehingga pembayaran gaji tidak maksimal.
c) Satker berhasil menekan tingkat korupsi dalam pembayaran gaji pegawai.
d) Anggaran tersebut akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang dapat digunakan secara bebas di tahun berikutnya.
e) Satker telah berhasil melakukan penghematan anggaran dan menunjukkan kinerja yang sangat efisien.
3. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memutuskan untuk menaikkan target penerimaan pajak secara agresif untuk mendanai proyek infrastruktur strategis. Manakah potensi risiko fiskal utama yang harus dianalisis secara mendalam oleh akuntan sektor publik terkait kebijakan ini?
a) Risiko terjadinya perebutan kewenangan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Anggaran DPR.
b) Risiko realisasi penerimaan pajak tidak tercapai (shortfall) yang dapat mengganggu pendanaan proyek dan meningkatkan defisit anggaran.
c) Risiko menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah karena kompleksitas pencatatan.
d) Risiko meningkatnya inflasi karena jumlah uang beredar bertambah.
e) Risiko penurunan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
4. Pemerintah kota memutuskan untuk membangun sebuah taman kota yang dapat diakses gratis oleh seluruh warga. Dari sudut pandang akuntansi sektor publik, mengapa aset seperti 'taman kota' ini tidak dapat didepresiasi dengan metode yang sama seperti 'mesin pabrik' milik BUMN?
a) Karena standar akuntansi internasional tidak mengatur depresiasi aset publik.
b) Karena nilai tanah dari taman kota cenderung meningkat, bukan menurun.
c) Karena tujuan depresiasi di sektor publik adalah alokasi biaya pelayanan, bukan penandingan pendapatan, sehingga metode yang berfokus pada penurunan potensi jasa lebih relevan.
d) Karena taman kota tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi pemerintah.
e) Karena umur manfaat taman kota sulit untuk diestimasi secara akurat.
5. Jika Laporan Realisasi Anggaran (LRA) suatu kementerian menunjukkan defisit, sedangkan Laporan Operasional (LO) pada periode yang sama menunjukkan surplus, manakah analisis yang paling tepat mengenai kondisi keuangan kementerian tersebut?
a) Kementerian tersebut memiliki utang yang sangat besar.
b) Kementerian tersebut mengalami kerugian secara operasional.
c) Kementerian tersebut gagal dalam mengelola kasnya.
d) Anggaran yang disusun tidak realistis dan perlu direvisi total.
e) Terdapat pengakuan pendapatan non-kas (misalnya hibah barang) atau beban non-kas (misalnya depresiasi) yang signifikan.
6. Pemerintah pusat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit APBN. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dampak utama dari transaksi penerbitan SUN ini akan tersaji pada laporan...
a) Laporan Operasional (LO) sebagai pendapatan dan Neraca sebagai kas.
b) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai Penerimaan Pembiayaan.
c) Hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai penambah ekuitas.
e) Laporan Arus Kas (LAK) pada aktivitas pendanaan dan Neraca sebagai penambah kas dan utang.
7. Dalam pengukuran kinerja sektor publik, mengapa indikator seperti 'jumlah keluhan masyarakat yang menurun' sering dianggap lebih baik daripada 'jumlah anggaran yang terserap' untuk menilai keberhasilan Dinas Pelayanan Publik?
a) Karena penyerapan anggaran sering dimanipulasi oleh oknum aparat.
b) Karena jumlah keluhan lebih mudah dikuantifikasi dibandingkan persentase penyerapan anggaran.
c) Karena penyerapan anggaran adalah indikator input, sedangkan penurunan keluhan adalah indikator outcome (dampak).
d) Karena fokus pada keluhan masyarakat sejalan dengan prinsip 'New Public Management'.
e) Karena penyerapan anggaran sulit untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
8. Sebuah pemerintah provinsi mengimplementasikan sistem penganggaran berbasis kinerja. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk tahun berikutnya masih sangat dipengaruhi oleh alokasi tahun ini dengan sedikit penyesuaian (incremental budgeting). Manakah tantangan utama yang paling mungkin menjadi penyebab kegagalan implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam skenario ini?
a) Intervensi politik yang terlalu kuat dari legislatif dalam penentuan alokasi anggaran.
b) Kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan untuk setiap program/kegiatan.
c) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.
d) Teknologi sistem informasi akuntansi yang digunakan belum memadai.
e) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum mewajibkan penggunaan penganggaran berbasis kinerja.
9. Dalam proses reformasi akuntansi sektor publik, terjadi pergeseran dari basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Salah satu konsekuensi utama dari pergeseran ini adalah munculnya Laporan Operasional (LO). Apa informasi krusial yang disediakan oleh LO yang tidak dapat ditemukan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
a) Informasi mengenai jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo dalam satu tahun.
b) Informasi mengenai biaya penyusutan aset tetap dan biaya pemeliharaan yang belum dibayar.
c) Informasi mengenai total belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.
d) Informasi mengenai jumlah kas yang diterima dari pajak selama satu periode.
e) Informasi mengenai sisa anggaran yang belum dibelanjakan pada akhir tahun.
10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Y. Implikasi paling signifikan dari opini ini bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) adalah...
a) Seluruh informasi dalam laporan keuangan tersebut tidak dapat dipercaya sama sekali.
b) Kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut sangat buruk dan berada di ambang kebangkrutan.
c) Pemerintah daerah tersebut akan langsung mendapatkan sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
d) Terdapat satu atau beberapa masalah akuntansi yang material, namun tidak pervasi, sehingga pengguna laporan keuangan perlu berhati-hati saat menganalisis pos-pos yang dikecualikan.
e) Pemerintah daerah tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi secara masif.
ALTERNATIF SOAL
1. Pemerintah Daerah Kota Z memberlakukan pajak hotel sebesar 2% yang secara spesifik dialokasikan (earmarking) hanya untuk mendanai program promosi pariwisata. Dari perspektif akuntabilitas publik, manakah tantangan utama yang timbul dari kebijakan 'earmarking' pendapatan seperti ini?
a) Meningkatkan potensi terjadinya surplus anggaran daerah.
b) Menurunkan fleksibilitas DPRD dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor lain yang mungkin lebih mendesak, seperti kesehatan atau pendidikan.
c) Kompleksitas dalam mencatat pendapatan tersebut ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
d) Memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar digunakan untuk promosi pariwisata dan tidak dialihkan untuk membiayai pengeluaran rutin lainnya, sehingga menjaga kepercayaan publik.
e) Kesulitan dalam menagih pajak dari pemilik hotel.
2. Pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk membangun dan mengoperasikan sebuah jalan tol selama 30 tahun. Pemerintah memiliki kontrol signifikan atas layanan yang diberikan dan harga tol. Bagaimana perlakuan akuntansi yang paling tepat bagi pemerintah atas aset jalan tol tersebut di Neraca?
a) Hanya mengungkapkan adanya proyek KPBU ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa pengakuan di Neraca.
b) Mengakui jalan tol sebagai Aset Tetap sebesar nilai wajarnya, dan sekaligus mengakui Kewajiban (Utang) kepada pihak swasta.
c) Hanya mencatat bagian pendapatan (revenue sharing) yang diterima dari operator swasta setiap tahunnya.
d) Tidak mengakui jalan tol sebagai aset karena dibangun dan dioperasikan oleh pihak swasta.
e) Mencatat seluruh biaya pembangunan jalan tol sebagai belanja modal di LRA pada saat jalan tol selesai dibangun.
3. Pemerintah sedang dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) konsolidasian. Salah satu transaksi yang terjadi adalah transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke seluruh pemerintah provinsi. Apa langkah krusial yang harus dilakukan terkait transaksi ini dalam proses konsolidasi?

a) Melaporkan belanja transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja.
b) Mengklasifikasikan transfer tersebut sebagai penambah ekuitas di pemerintah daerah.
c) Memastikan semua provinsi telah menerima dana tersebut secara fisik.
d) Menjumlahkan total belanja transfer pemerintah pusat dengan total pendapatan transfer dari seluruh pemerintah provinsi.
e) Mengeliminasi akun 'Belanja Transfer ke Daerah' di laporan pemerintah pusat terhadap akun 'Pendapatan Transfer dari Pusat' di laporan seluruh pemerintah daerah.
4. Sebuah kota menghadapi gugatan hukum dari warga terkait sengketa lahan. Penasihat hukum kota menyatakan bahwa kemungkinan kota akan kalah dalam gugatan adalah 'cukup mungkin terjadi' (reasonably possible), namun jumlah kerugiannya belum dapat diestimasi dengan andal. Bagaimana perlakuan akuntansi yang paling tepat atas situasi ini dalam laporan keuangan kota?

a) Melaporkan situasi ini hanya kepada walikota dan ketua DPRD secara internal.
b) Mengabaikan gugatan tersebut sampai ada putusan pengadilan yang final.
c) Mencatat beban dan kewajiban sebesar nilai gugatan yang diajukan oleh warga.
d) Mengungkapkan adanya gugatan hukum, estimasi kemungkinan hasilnya, dan fakta bahwa jumlah kerugian belum dapat diestimasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
e) Membuat dana cadangan khusus di dalam anggaran tahun berikutnya untuk mengantisipasi kekalahan.
5. Pemerintah kota memiliki sebuah candi bersejarah yang diakui sebagai 'Aset Cagar Budaya' (Heritage Asset). Mengapa penilaian dan penyusutan aset seperti candi ini menjadi tantangan unik dibandingkan dengan aset operasional seperti gedung kantor?

a) Karena candi tersebut tidak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah kota.
b) Karena standar akuntansi tidak mengizinkan pencatatan aset cagar budaya.
c) Karena candi tersebut tidak dapat diasuransikan.
d) Karena biaya perawatan candi jauh lebih mahal daripada biaya perawatan gedung kantor.
e) Karena nilai historis, budaya, dan artistiknya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diukur secara andal dalam satuan mata uang, dan umur manfaatnya dianggap tidak terbatas (indefinite).










